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ABSTRAK

Analisis Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara Narapidana Transgender
di Lembaga Pemasyarakatan

(Studi Pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta)

Oleh:
Hasnaa Niditya Rosyaadah

Pada dasarnya manusia yang lahir dibedakan menjadi dua jenis kelamin atau bisa
disebut dengan sex, yaitu laki-laki dan perempuan. Seiring perkembangan zaman,
orientasi gender mulai mengalami perubahan. Perubahan orientasi gender terlihat
dapat terlihat dari sifat setiap individu tersebut, laki-laki berperilaku seperti
perempuan dan perempuan berperilaku seperti laki-laki. Transgender adalah
istilah yang digunakan kepada seseorang atau sekelompok orang dimana berfikir,
berperilaku, merasa atau terlihat tidak sesuai dengan gendernya yang seharusnya.
Bagi masyarakat Indonesia transgender adalah hal yang masih sangat tabu.
Kerasnya hidup di Negara yang sulit menerima keberadaan mereka, membuat
kaum minoritas ini harus berusaha mempertahankan hidup mereka. Berbagai cara
di lakukan agar mereka tetap bisa menyambung hidup, bahkan dengan melakukan
tindak pidana. Namun karena status mereka yang sebagai transgender membuat
pihak berwajib kebingungan dalam melakukan penahanannya.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.
Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan
data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Wakil Ketua Rutan
Polda Metro Jaya Jakarta dan Bagian Pengamanan Tahanan Rutan Polda Metro
Jaya Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa tidak adanya
perlakuan khusus bagi narapidana berstatus transgender. Semua narapidana laki-
laki maupun perempuan bahkan transgender sekalipun di perlakukan sama tanpa
ada diskriminasi baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Tidak
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adanya perlakuan khusus terhadap narapidana trandgender karena dikhawatirkan
akan terjadi kecemburuan dari narapidana lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan
adanya konflik didalam rutan antar narapidana seperti terjadinya pembullyan atau
bahkan pelecehan seksual terhadap narapidana transgender. Indonesia belum
memiliki aturan mengenai pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana yang
bertsatus transgender, karena seperti yang diketahui bahwa transgender di
Indonesia masih di anggap sangat tabu dan sebuah penyimpangan/kelainan
mental. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum mengenai aturan
penahanan dan pelaksanaan pidana penjara bagi transgener yang melakukan tidak
pidana. Kekososngan hukum yang terjadi ini karena transgender merupakan
fenomena baru dalam perkembangan masyarakat di Indonesia. Kekosongan
hukum ini menyebabkan masalah tersendiri bagi Negara, pasalnya tidak adanya
kepastian hukum yang dapat diberikan oleh Negara terhadap pelaku tindak pidana
transgender dalam penempatannya. Pelaksanaan pidana penjara yang dijalani oleh
narapidana transgender terkadang masih mengalami simpang siur. Karena tidak
adanya aturan yang mengatur, pemerintah seharusnya bisa mengganti sanksi
pidana penjara terhadap narapidana transgender. Pidana alternative adalah salah
satu solusi yang dapat diberikan kepada narapidana transgender selain pidana
penjara.

Saran dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian seharusnya membuat
kebijakan jika ada narapidana transgender, penempatan dan pelaksanaan pidana
penjaranya berdasarkan kartu tanda pensusuknya atau berdasarkan putusan hakim.
Selain itu dalam menentukan kebijakan, pemerintah bisa menerapkan pidana
alternatif terhadap narapidana transgender selain pidana penjara seperti sanksi
kerja sosial, sanksi pendidikan, dan sanksi pengawasan di luar penjara.

Kata Kunci : Kebijakan, Penjara, Transgender
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia yang lahir dibedakan menjadi dua jenis kelamin atau bisa
disebut dengan sex, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap jenis kelamin dapat
dilihat perbedaannya, baik secara fisik maupun nonfisik®. Perbedaan secara fisik
dilihat dari bentuk tubuh laki-laki dan perempuan, dan secara nonfisik bisa di lihat
dari karakter suaranya. Perbedaan tersebut akan semakin terlihat seiring dengan
pertumbuhan manusia, mulai dari anak-anak, remaja, dan akhirnya menjadi
dewasa. Jenis kelamin itu sendiri adalah pembedaan secara biologis antara laki-

laki dan perempuan yang sudah melekat pada setiap manusiaZ.

Seiring perkembangan zaman, orientasi gender mulai mengalami perubahan.
Perubahan orientasi gender terlihat dapat terlihat dari sifat setiap individu
tersebut, laki-laki berperilaku seperti perempuan dan perempuan berperilaku
seperti laki-laki. Tidak sedikit diantara mereka yang kemudian dengan sengaja
merubah dirinya menjadi seperti lawan jenisnya, mulai dari penampilan, bentuk
tubuhnya, karakter suaranya, bahkan sampai mengubah jenis kelamin mereka.

Perubahan yang mereka lakukan biasanya bersifat permanen, sehingga mereka

!Brilian Yuanas Sanjaya, 2020, Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender Di Lembaga
Pemasyarakatan, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 2, him 237

2Deditryanto, Gender dan Jenis Kelamin, https:/isnet.or.id/gender-dan-jenis-kelamin, diakses
pada 5 Februari 2021 pukul 08.37 WIB



https://isnet.or.id/gender-dan-jenis-kelamin

yang melakukan perubahan atas dirinya biasanya di sebut dengan transgender.
Seperti contohnya Negara tetangga kita yaitu Thailand. Sudah menjadi rahasia
umum jika Negara Thailand adalah surganya para transgender, bahkan disana

mengenal 18 jenis gender3.

Transgender adalah istilah yang digunakan kepada seseorang atau sekelompok
orang dimana berfikir, berperilaku, merasa atau terlihat tidak sesuai dengan
gendernya yang seharusnya. Transgender juga bisa meliputi orang-orang yang
mengenakan atribut diluar gendernya®. Transgender memiliki kaitan yang erat
dengan orientasi seksual, Ini mengacu pada ketertarikan fisik, gairah, emosional,
dan seksual terhadap orang lain®. Biasanya para transgender sudah mulai terlihat
dari perubahan sifat mereka menjadi feminim atau malah menjadi maskulin.
Perubahan sifat inilah yang membuat mereka merasa bahwa berada di dalam
tubuh dengan jenis kelamin dan/atau gender yang salah. Sehingga pada akhirnya
mereka melakukan operasi pada tubuhnya untuk mengubah bentuk tubuh, suara

dan jenis kelamin mereka.

Berbeda dengan Indonesia, bagi masyarakat Indonesia transgender adalah hal
yang masih sangat tabu. Keberadaan transgender di Indonesia banyak

menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat sipil,

SAnonym, Lho, Ternyata Ada 18 Jenis Kelamin di Thailand dan Diakui,
https://kumparan.com/berita_viral/lho-ternyata-ada-18-jenis-kelamin-di-thailand-dan-diakui-
1uJKVFKR62K, diakses pada 25 April 2021 pukul 21.42 WIB

“Anindita Ayu Pradipta Yudah, 2013, Representasi Transgender dan Transeksual dalam
Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. Jurnal Kriminologi
Indonesia, Vol. 9 No. 1, him. 38

SArgyo Demartoto. 2010, Mengerti, Memahami dan Menerima Fenomena Homoseksual. Dosen
UNS, him. 20



https://kumparan.com/berita_viral/lho-ternyata-ada-18-jenis-kelamin-di-thailand-dan-diakui-1uJkVFKR62k
https://kumparan.com/berita_viral/lho-ternyata-ada-18-jenis-kelamin-di-thailand-dan-diakui-1uJkVFKR62k

pejabat, akademis, hingga pemuka agama®, Karena dianggap tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa dan nilai-nilai budaya yang ada di Indoensia’. Tidak sedikit
masyarakat yang beranggapan jika transgender adalah kaum yang menyimpang,
pendosa sehingga banyak menerima penolakan di lingkungan sosial®. Penolakan
yang diterima berupa kekerasan verbal, psikis, diskriminasi hingga mengancam
individu tersebut®. Sehingga banyak dari mereka yang berusaha menutupi

identitas sebagai transgender.

Kerasnya hidup di Negara yang sulit menerima keberadaan mereka, membuat
kaum minoritas ini harus berusaha mempertahankan hidup mereka. Berbagai cara
di lakukan agar mereka tetap bisa menyambung hidup, bahkan dengan melanggar
peraturan. Tidak pidana adalah salah satu tindakan yang melanggar peraturan
yang diancam dengan pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang termasuk
para transgender sekalipun. Namun sayangnya, karena status mereka yang
sebagai transgender, membuat pihak berwajib kebingungan untuk melakukan
penahanannya. Karena dalam pengelompokan jenis kelamin narapidana, hanya
mengenal narapidana laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini menjadikan

sulitannya penempatan narapidana transgender.

Salah satu kasus transgender yang terlibat dalam tindak pidana adalah seorang

public fugure yang bernama Lucinta Luna. Dalam proses peradilan, walaupun ia

®Mona Lusiasari, Indra Lacksana, Nurul Enggar Permana sari, 2018, Mengitegrasikan Nilai-Nilai
Budaya Indonesia dan Nilai-Nilai Teori Realita dalam Mengahdapi Kelompok LGBT, Universitas
Negeri Semarang. Semarang, him. 1

"Ibid.

8Anonym, https://www.kompasiana.com/jovian_057/pandangan-masyarakat-indonesiatentang-
Igbt-bagaimana_56f67229c4afbd1508a2ac16 Diakses pada 5 februari 2021 pukul 21.34 WIB
Arbani, 2012, Kejahatan Kebencian (hate crime) Terhadap Transgender (male to female) dan
Waria, skripsi program studi krimiologi, Universitas Indonesia. Depok, him. 2.



adalah seorang transgender, Lucinta Luna tetap harus mendapatkan haknya
sebagai tersangka/terdakwa. Karena statusnya sebagai trangender pihak
kepolisian sempat bingung untuk memasukan terpidana ke dalam sel tahanan laki-
laki atau perempuan?®. Pada akhirnya Lucinta Luna pun ditempatkan pada blok
khusus dia salah satu rutan yang ada di Jakarta Selatan'. Namun lain hal dengan
kasus yang menimpa Millen Cyruz yang juga merupakan transgender, ia justru di
tempatkan pada sel tahananan pria2. Hal ini tentu menimbulkan banyak kontra
dikalangan masyarakat, karena dianggap tidak adil dan dikhawatirkan terjadinya

pelecehan terhadap Millen Cyrus.

Pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, pemidanaan dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu®3:

a. Usia

b. Jenis kelamin

c. Lamanya pidana yang dijatuhkan
d. Jenis tindak pidana kejahatan

e. Kiriteria lainnya sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaa.

19Tim DetikCom, Kenapa Millen Cyrus Ditahan Di Sel tahanan Pria Sedangkan Lucinta Luna Di
sel Tahanan Perempuan?, https://news.detik.com/berita/d-5267508/kenapa-millen-cyrus-ditahan-
di-sel-pria-dan-lucinta-luna-di-sel-perempuan, diakses pada 6 Februari 2021 pukul 11.36 WIB
"Anonym,  Lucinta  Luna  ditahan di  Sel Khusus di  Blok  Wanita,
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/12/13491991/lucinta-luna-ditahan-di-sel-khusus-di-
blok-wanita, diakses pada 29 April 2021 pukul 16.36 WIB

2Anonym, sama-sama transgender, kenapa Milen Cirus Ditahan di Sel Tahanan Pria Sedangan
Lucinta Luna di Sel Tahanan Waita, https://batam.tribunnews.com/2020/11/24/sama-sama-
transgender-kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-sedangkan-lucinta-luna-di-sel-wanita, diakses
pada 29 april 2021 pukul 16.41 WIB

8Sovia Hasanah, Penggolongan Penempatan Narapidana Dalam Satu Sel LAPAS,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It598d737413c6a/penggolongan-penempatan-
narapidana-dalam-satu-sel-lapas/, diakses pada 25 April 2021 pukul 22.44 WIB
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https://news.detik.com/berita/d-5267508/kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-dan-lucinta-luna-di-sel-perempuan
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/12/13491991/lucinta-luna-ditahan-di-sel-khusus-di-blok-wanita
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/12/13491991/lucinta-luna-ditahan-di-sel-khusus-di-blok-wanita
https://batam.tribunnews.com/2020/11/24/sama-sama-transgender-kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-sedangkan-lucinta-luna-di-sel-wanita
https://batam.tribunnews.com/2020/11/24/sama-sama-transgender-kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-sedangkan-lucinta-luna-di-sel-wanita
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598d737413c6a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598d737413c6a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas/

Penggolongan narapidana di atas tersebut salah satunya menyebutkan
penempatannya bersadarkan jenis kelamin yang dimana dibagi menjadi dua jenis,
yaitu laki-laki dan perempuan sehingga jika pelanggar adalah seorang
transgender, ini menjadi permasalahan karena belum adanya aturan yang
mengatur mengenai penempatan untuk narapidana transgender dan jika salah

dalam penempatannya akan menjadi masalah baru®.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham akan
memisahkan narapidana LGBT atau singkatan dari Lesbian, gay, bisexual, dan
transgender di ruang isolasi®®. Ruangan yang dimaksud disini adalah kamar
khusus yang biasanya dihuni oleh narapidana yang sakit secara fisik maupun
psikis. Kemudian narapidana akan dibina secara psikis dan keagamaan'®. Hal
tersebut menuai banyak kritik, salah satunya oleh Anggara seorang peneliti dari
Institute For Criminal Justice Reform dimana Pemisahan yang dilakukan sama
saja dengan diskriminasi dan menganggap bahwa kaum minoritas itu sakit secara

psikist’.

Berdasarkan kasus di atas penahanan narapinada transgender sampai saat ini
masih menjadi pertanyaan dari berbagai belah pihak. Pasalnya, di Indonesia tidak
adanya perjara khusus transgender seperti yang ada di Inggris yang menjadi

Negara pertama yang mendirikan penjara khusus untuk transgender. Indonesia

14Brillian Yuanas Sanjaya, Op. cit, hlm. 237

BFelix Nathaniel, Memisahkan Napi LGBT Itu Diskriminasi Dan Tidak Masuk Akal,
https://tirto.id/memisahkan-napi-lgbt-itu-diskriminatif-dan-tak-masuk-akal-ed6i, diakses pada 8
juni 2021 pukul 19.52

181bid.

Tlbid.

18Siti Khotimah, Pertama Dalan Sejarah, Inggris Buka Penjara Khusus Transgender,
https://www.liputan6.com/global/read/3908572/pertama-dalam-sejarah-inggris-buka-penjara-
khusus-transgender, siakses pada 30 mei 2021 pukul 8.00 wib



https://tirto.id/memisahkan-napi-lgbt-itu-diskriminatif-dan-tak-masuk-akal-ed6i
https://www.liputan6.com/global/read/3908572/pertama-dalam-sejarah-inggris-buka-penjara-khusus-transgender
https://www.liputan6.com/global/read/3908572/pertama-dalam-sejarah-inggris-buka-penjara-khusus-transgender

juga tidak memiliki aturan khusus mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak
pidana yang dilakukan oleh para transgender. Sehingga perlu adanya kebijakan
mengenai narapidana transgender agar mereka juga menjadapatkan haknya. Maka
berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara Narapidana Transgender di
Lembaga Pemasyarakatan berdasakan Studi pada Rutan Polda Metro Jaya

Jakarta”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut
a. Bagaimanakah pelaksanaan pidana penjara narapidana transgender di
lembaga pemasyarakatan saat ini?
b. Bagaimanakah kebijakan ideal pelaksanaan pidana penjara narapidana
transgender di Indonesia ?
2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana. Hukum Pidana Formil.
dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
pada kajian analisis kebijakan pelaksanaan pidana penajara narapidana
transgender di lembaga pemasyarakatan. Ruang lingkup lokasi pada Rutan Polda

Metro Jaya Jakarta 2022.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kebijakan pelaksanaan pidana penjara narapidana
transgender di lembaga pemasyarakatan.

b. Untuk mengentahui konsep ideal dalam pelaksanaan pidana penjara
narapidana transgender di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini memiliki kegunaan, yaitu:

a. Kegunaaan secara teoritis, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat
berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya
berhubungan dengan analisis kebijakan pelaksanaan pidana penjara
narapidana transgender di lembaga pemasyarakatan.

b. Kegunaan secara praktis, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat
berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi penegak hukum

dalam menangani narapidana transgender masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis itu sendiri adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari
hasil pemikiran atau suatu kerangka untuk menjadi acuan dasar mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh
peneliti'®. Teori yang akan digunakan dalam pembahanan adalah teori-teori yang

didasarkan oleh kebijakan pelaksanaan pidana penjara bagi kaum transgender.

19Soerjono Soekanto,1992. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. him. 165.



Hukum pidana memiliki sifat yang kontradiktif, dualistik dan paradoksal jika di
gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sehingga pendekatan
humanistik harus diperhatikan. Hal ini sangat penting diperhatikan karena
kejahatan itu hakekatnya bukan hanya merupakan masalah kemanusiaan tetapi
juga hakekatnya pidana mengandung unsur penderitaan®. Pendekatan yang
berorientasi pada nilai humanistik inilah yang menghendaki diperhatikannya
prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu
sarana penanggulangan kejahatan?L,

a. Teori Individualisasi Pidana

Individualisasi pidana adalah memberikan sanksi pidana dimana sanksi tersebut
memerhatikan sifat-sifat dan keadaan si pelaku pidana??. Pembaerian sanksi
pidana berdasarkan sifat dan keadaan pelaku tersebut tercantum dalam Pasal 12
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana

penahanan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu?3:

a. Usia

b. jenis kelamin

c. lamanya pidana yang dijatuhkan
d. jenistindak pidana kejahatan
e. kriteria lainnya sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaan

20 Tri Wahyu Widiastuti, Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana
Islam Di Indonesia, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, him 45

21 1hid.

22 ibid, hlm. 46

23 Sovia hasanah, Penggolongan Penempatan Narapidana Dalam Satu Sel LAPAS,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It598d737413c6a/penggolongan-penempatan-
narapidana-dalam-satu-sel-lapas/, diakses pada 20 Januari 2022 pukul 22.40 WIB



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598d737413c6a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598d737413c6a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas/

Individualisasi pidana juga merupakan pandangan modern dalam hukum pidana
dimana member kelonggaran kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana, tinggi
rendahnya pidana, dan cara pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan keadaan

terdakwa/tersangka?*,
Individualisasi pidana ini memiliki beberapa karakteristik prinsip, yaitu:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal),
diaman orang yang bersalah melakukan tindak pidanalah yang harus
bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang
lain.

2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas).
Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan
kesalahanlah yang dapat dipidana. Kesalahan tersebut baik dalam bentuk
kesengajaan ataupun kealpaan.

3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Hal
ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih
sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus ada
kemungkinan modifikasi  pidana (perubahan/penyesuaian) dalam
pelaksanaannya.

Individualisasi pidana juga tercermin dalam tujuan pemidanaan yang ada pada

Pasal 54 Kltab Undnag-undang Hukum Pidana tahun 2008 yaitu?®:
(1) Pemidanaan bertujuan:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan

martabat manusia.

24 DPM Sitompul, 1988, Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana dalam Kebijakan Legislatif di
Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, him 590

25 1bid. him. 46 - 47

26 |bid. him 47
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Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana juga terlihat dalam Pasal 55 konsep/rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum pidana yang memberi pedoman kepada hakim dalam menetapkan

pidana atau pedoman pemidanaan yaitu?’:
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan

Kesalahan pembuat tindak pidana;

Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

Sikap batin pembuat tindak pidana;

Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;

Cara melakukan tindak pidana;

Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana;
Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuatn tindak pidana;
Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

AT T SQ o o0 o

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar
pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
b. Teori Pelaksanaan Pemidanaan

Penahanan adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang, dengan
kata lain membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang?. Menurut Pasal 1 Angka
21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan adalah penempatan
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau

hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

2 1bid. him 48

28 Arthur Daniel P. Sitorus, 2021, Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana,
https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-penahanan-berdasarkan-hukum-acara-pidana, diakses pada
25 Januari 2022 pukul 13.02 WIB
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undang-undang ini. Pejabat yang diberikan kewenangan penahanan adalah
penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam melakukan penahanan, harus
disertai dengan alasan yang jelas, alasan tersebut diantaranya alasan subjektif dan
alasan objektif?°. Alasan subjetif diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana disebutkan alasannya dimana pejabat yang
berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut
penilaiannya si tersangka atau terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri,
menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana

yang disangkakannya®.

Alasan yang kedua adalah alasan objektif, diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana diaman penahanan tersebut hanya dapat
dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana
dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut

dalam hal®®:

(1). Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal
296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372,
Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal

480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

29 |bid.

%0 1bid.

31 Toni, 2019, Dua Alasan Hukum Jika Penyidik Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka,
https://pengacaratoni.com/dua-alasan-hukum-jika-penyidik-melakukan-penahanan-terhadap-
tersangka/, diakses pada 26 Januari 2022 pukul 11.50 WIB



https://pengacaratoni.com/dua-alasan-hukum-jika-penyidik-melakukan-penahanan-terhadap-tersangka/
https://pengacaratoni.com/dua-alasan-hukum-jika-penyidik-melakukan-penahanan-terhadap-tersangka/
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Narapidana yang sedang dalam proses penahanan di lembaga pemasyarakatan,
akan mendapat pembinaan dimana pembinaan itu akan melatih tanggung jawab®.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Saharjo, yaitu®;

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini
berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada
umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan
ataupun penempatan. Satusatunya derita yang dialami oleh narapidana dan
anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di
dalam masyarakat bebas.

3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian
mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan social untuk
menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat
daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak
mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak
pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana
dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak
dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke
Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan
yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh
bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk
memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu
tertentu saja.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak
didik adalah berdasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada
mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi diamping
meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai
dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama
yang dianutnya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar
mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah
merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau
dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan
sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali
kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

%Ricco Antar Budaya, 2013, Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan Dalam Pembinaan
Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil Dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan,
Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, him. 3

3R.A.S Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita, 1979. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,
Biratirta. Jakarta. hlm 13-15



13

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi
kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka
disediakan sarana yang diperlukan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah
yang diinginkan atau diteliti sehingga dapat dikatakan mendorong standar yang
konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan argumen yang ada
serta pemilihan kesesuaian yang mendasari antara bahasa indonesia dan bahasa
latin yang ada pada istilah-istilah tertentu3*. Pengertian dasar dari istilah-istilah
yang digunakan dalam pokok bahasan kebijakan karenakan adanya narapidana

transgender yang harus di tahan ini adalah:

a. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat, memilah, mengurali,
dan membedakan sesuatu untuk digolongkan dan/atau dikelompokkan
menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari, ditaksir, maknan dan
kaitannya®.

b. Kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum
pidana”®®. Pada bahasa asing, politik hukum pidana dikenal sebagai penal

policy, criminal law policy, atau strafrechtpolitiek®’.

330ekanto, Op. Cit., him. 132.

®Aris  Kurniawan, Analisis — Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Para Ahli,
https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/, diakses pada 8 februari 2021 pukul 10.17 WIB

% Sigit Agung Susilo, 2016. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan
BBM Bersubsidi Di Nusa Tenggara Timur, jurnal masalah-masalah hukum, vol. 45, no. 3, him.
192

37 Kim So Woong, 2013. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, him 416
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c. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau
wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang
diharapkan®

d. Pemidanaan adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja
ditimpakan kepada seseorang39.

e. Penjara adalah tempat orang yang dikurung karenamelakukan tindak
pidana“.

f. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan
di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang
Pemasyarakatan®!.

g. Transgender adalah seseorang yang merasa bahwa identitas gender dirinya
berbeda dan/atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia
lahir*?. Biasanya seseorang itu akan memiliki sifat feminim bagi laki-laki
atau maskulin bagi perempuan.

h. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga pendidikan dan pembangunan

dimana akan mendidik narapidana menjadi manusia yang baik budi

38 Anonym. Pelaksanaan. http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html. diakses pada 26
agustus 2021 pukul 09.07 WIB

39 Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
Him.1

40 Anonym. Arti Kata Penjara. https://kbbi.web.id/penjara. diakses pada 26 Agustus 2021 pukul
09.17 WIB

41Tri Jati Ayu Pangesti, Ini Hak Tahanan dan Narapidana yang Tak Boleh Ditelantarkan,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-
narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/, diakses pada 8 februari 2021 pukul 10.47 WIB

“Arif  Putra, Memahami  Transgender dan Perbedaannya dengan  Transeksual,
https://www.sehatg.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-
gender, diakses pada 8 februari 2021 pukul 10.52 WIB



https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3969/nprt/2/uu-no-12-tahun-1995-pemasyarakatan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3969/nprt/2/uu-no-12-tahun-1995-pemasyarakatan
http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html
https://kbbi.web.id/penjara
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/
https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender
https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender
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pekertinya dan mengubah narapidana menjadi manusia yang dapat

bermanfaat ketika kembali di tengah masyarakat*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan maka
perlu digunakan suatu metode yang dianggap berproses dan tepat sesuai dengan
pokok bahasan, maka sistematika penulisan pada skripsi ini diuraikan sebagai

berikut:
I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang
lingkup, tujuan dan kegunaan Penelitian, kerangka teroritis dan konseptual, serta

sistematika penulisan.
. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori hukum sebagai dasar dalam membuktikan
pembahasan terhadap penelitian permasalahan yang terdiri dari kebijakan hukum
pidana, pelaksanaan pidana penjara, narapidana, transgender, dan lembaga

pemasyarakatan.

I1l. METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan

mengolah data yang akurat. Adapun yang digunakan terdiri dari pendekatan

“Anonym, Lapas Adalah Lembaga Pendidikan dan Pembangunan,
https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/menkumham-kualitas-aparatur-
pemasyarakatan-harus-lebih-baik-daripada-narapidana, diakses pada 8 februari 2021 pukul 11.02
wIB



https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/menkumham-kualitas-aparatur-pemasyarakatan-harus-lebih-baik-daripada-narapidana
https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/menkumham-kualitas-aparatur-pemasyarakatan-harus-lebih-baik-daripada-narapidana
https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/menkumham-kualitas-aparatur-pemasyarakatan-harus-lebih-baik-daripada-narapidana
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masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan

dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap
permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pidana penjara narapidana
transgender sehingga pada nantinya narapidana transgender mendapat kepastian
hukum mengenai dimana narapidana akan di tempatkan dalam sel tahanan di

lembaga pemasyarakatan.

V. PENUTUP

Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan
jawaban dari permasalahan berdasarkan penelitian serta berisikan saran-saran
penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang
berkaitan dengan permasalahan atau menemukan suatu pemecahan dalam pokok

pembahasan masalah yang akan diteliti.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Individualisasi Pidana

Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan
yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenubhi
syarat-syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana ialah
reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan

negara kepada pembuat delik itu*,

Jadi hakekat pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa, oleh
sebab itu Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa salah satu aspek hukum pidana
yang menarik dibandingkan dengan bidang hukum lainnya adalah bahwa hukum
pidana mengandung sifat kontradiktif, dualistik, atau paradoksal. Dimana satu
pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/benda hukum dan hak
asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang,
namun dipihak lain hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM
seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar

norma®.

4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Uniersitas
Diponegoro: Semarang, him 2.

4 Barda Nawawi Arief, 1997, Perlindungan HAM dan Tindakan Kekerasan Dalam Penegakan
Hukum Pidana, Bahan Diskusi Panel RUU Kepolisian, 15 Juli 1997, FH. UNDIP, him. 1.
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Prinsip individualisasi pidana bertolak dari pentingnya perlindungan individu dalam
hal ini pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana yang ada. Prinsip ini juga
menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana sebagai reaksi dari
aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan

(daadstrafrecht)®.

Menurut Sudarto, individualisasi pidana diartikan bahwa dalam memberikan
sanksi pidana harus selalu memerhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku
pidana*’. Individualisasi pidana merupakan bagian dari pendekatan humanistik.
Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya tentang
pidana yang dikenakkan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan, tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-

nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat*®,

Pendekatan humanistik juga menuntut diperhatikannya ide individualisasi pidana
dalam kebijakan/ pembaharuan hukum pidana. Pendekatan kebijakan dimana yang
berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum
pidana®®. Ide individualisasi pidana ini mengandung beberapa karakteristik,

yaitu®°:

a. pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi.

b. Pidana hanya padat diberikan kepada orang yang bersalah.

4 Sri Endah Wahyuningsih, 2010, prinsip-prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana
islam, Universitas Diponegoro: Semarang, him 83

4 Tri Wahyu Widiastuti, Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum
Pidana Islam Di Indonesi, him 46

4 Ahmad Bahiej, 2004, Prinsip Individualisasi Pidana dalam Pembaharuan Hukum pidana
Materil Indonesia, jurnal Sosio-Religia, vol. 3, no. 4, him. 3

9 1bid.

% bid.
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c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, yang
berarti ada kelonggaranbagi hakim untuk memilih sanksi pidana dan harus
ada kemungkinan modifikasi pidana berupa penyesuaian dalam

pelaksanaannya.

Ide individualisasi pidana juga sudah tercermin dari ketentuan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimana agar
pembinaan narapidana didasarkan atas umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, dan

lamanya pidana yang dijatuhkan®?.

Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan idividualisasi pidana adalah
penempatan jenis pidana, tinggi rendahnya pidana, dan cara pelaksanaan pidana
yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan si terhukum®?. Kemudian Barda
Nawawi Arief berpendapat bawa dalam individualisasi pidana ada yang namanya
pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban pribadi dalam pemidanaan
perlu dikembangkan karena untuk menumbuhkan kesadaran terpidana dengan
nilai-nilai kemanusiaan, moralitas sosial dan tanggungjawab sosal dalam

bermasyarakat®®.

Prinsip dalam penerapan individualisasi pidana dapat tercermin dari proses
penjatuhan sanksi pidama kepada terdakwa dalam proses peradilan pidana karena
individualisasi pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu dalam

sistem hukum pidana®. Penerapan prinsip individualisasi pidana terdapat dalam

51 Deliani, 2007, Implementasi Ide Individualisasi Pidana Dalam Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana, jurnal Hukum Pro Justisia, vol. 25, no. 2, him. 102

52 DPM Sitompul, 2017, Penerapan Prinsip Indisidualisasi Pidana dalam Kebijakan Legislatif di
Indinesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, him. 591

53 1hid.

%4 |bid, him. 593
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rancangan Kitab Udang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 Konsep/Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008 dengan memberikan pedoman

kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman pemidanaan, yaitu®®:

(1). Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan;

Kesalahan pembuat tindak pidana

Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Sikap batin pembuat tindak pidana

Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Cara melakukan tindak pidana

Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana
Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuatn tindak pidana
Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

(2). ngannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu

Ao S@meapow

dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar
pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Sanksi pidana yang diberikan harus disepadankan dengan kebutuhan untuk
melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial seperti
pemeliharaan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat dari penjahat,
kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh
orang lain, memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum, serta memelihara
atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai

keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu®®.

5 Tri Wahyu Widiastuti, Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum
Pidana Islam Di Indonesia, Universitas Slamet Riyadi: Surakarta, him 48
% |bid,hIm.4
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Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang diatur dalam Pasal 54

Konsep/Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu®’:

(1). Pemidanaan bertujuan;
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pengayoman masyarakat
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
(2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan

martabat manusia

B. Pidana Alternatif

Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada
pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Buku Il Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana®. Sanksi pidana penjara paling banyak diancam dalam KUHP
maupun diliar KUHP daripada jenis pidana pokok lainnya, hal ini dikarenakan
penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang memungkinkan diadakannya

pembinaan secara terencana terhadap narapidana®. Kecenderungan yang ada

5 Tri Wahyu Widiastuti, Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum
Pidana Islam Di Indonesia, Universitas Slamet Riyadi: Surakarta, him 47

% Dede Kania, 2015, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal
Yustisia, Vol. 4, No. 1, him 57

%9 Ibid.
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sekarang ini menyebabkan lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan
kapasitas narapidana atau over capacity. Berdasarkan fakta tersebut, tidak dapat
disangkal lagi jika pidana penjara dapat merugikan baik pihak pemerintah maupun

narapidana®®.

Indonesia yang mengalami over capacity di lembaga pemasyarakatan pun mencari
alternative dalam melakukan pemidanaan terhadap narpidana yang kejahatannya
dijatuhi hukuman kurang dari satu tahun atau yang dikategorikan kejahatan
ringan®!. Pidana alternatif adalah kebijakan penjatuhan pidana selain pidana
penjara kepada narapidana®. Pidana alternatif mulanya disarankan oleh seorang
Direktur Jendral Pemasyarakatan Denmark yaitu William Rentzman pada tahun
1975. Kemudian ditahun 1985, Negara anggota Dewan Eropa mengemukakan hal
yang sama Yyaitu pidana alternatif sebagai pengganti pidana pokok dengan
beberapa contoh pidana alternative diantaranya: pidana denda, penghukuman
bersyarat, pencabutan hak-hak tertentu, dan pidana kerja sosial®. Berikut adalah

beberapa contoh dari pidana alternative, yaitu%:

1. Denda; Pidana denda merupakan jenis sanksi finansial yang mengharuskan
pelaku untuk membayar uang dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang
diatur dalam undang-undang. Tindak kejahatan yang biasa dijatuhi
hukuman denda biasanya merupakan jenis kejahatan yang tergolong tidak
serius. Denda biasanya dijatuhi sebagai pelengkap dari pidana hukuman
percobaan, dan sebagai alternatif dari pidana penjara.

2. Tahanan rumah atau home confinement; merupakan jenis pidana alternatif
yang tergolong berat namun tergolong lebih ringan dibandingkan dengan
pidana penjara. Penahanan rumah mengharuskan pelaku kejahatan untuk

60 Nadia Utami Larasati, 2018, Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi
First Offender, Jurnal Kriminologi, vol. 2, No. 1, him 53

%1 Ibid, him 54

62 Choky Ramadhan, 2017, Inefektivitas Penjara Dan Alternatif Pemidanaan,
http://mappifhui.org/2017/07/25/inefektivitas-penjara-alternatif-pemidanaan/, diakses pada 03
April 2022 pukul 22.09 WIB

63 Nadia Utami Larasati, Loc. cit, him. 53

64 Nadia Utami Larasati, Loc. cit, him. 56 -59
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tetap di rumah selama waktu yang ditentukan. Meninggalkan rumah hanya
diperbolehkan untuk keperluan yang sangat penting dan untuk tujuan
penting seperti, bekerja dan berbelanja kebutuhan. Biasanya, pelaku yang
dikenai hukuman sebagai tahanan rumah merupakan pelaku dengan
kategori kejahatan serius namun tergolong tidak serius untuk dijatuhi
hukuman penjara.

3. Kerja sosial; Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana
alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang banyak dilakukan
oleh negaranegara Eropa. Pidana kerja sosial mengharuskan pelaku
pelanggaran menyediakan sejumlah waktu untuk bekerja yang sifatnya
pelayanan public. Kerja sosial merupakan bentuk hukuman alternatif dari
pidana penjara jangka pendek yang mengharuskan pelaku kejahatan untuk
bekerja tanpa dibayar. Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana
dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan secara
aktif dalam memasyarakatkan narapidana dengan melakukan hal-hal yang
bermanfaat.

4. Hukuman percobaan atau probation; merupakan kondisi di mana pelaku
bebas namun tetap berada dalam pengawasan di masyarakat sebagai
bentuk alternatif pemenjaraan. Probation dikembangkan sebagai upaya
untuk meringankan beratnya hukuman dari sebuah pelanggaran atau
kejahatan. Hukuman percobaan memberikan pelaku kejahatan kesempatan
untuk tetap berada di masyarakat dan bekerja sampai mereka bebas dari
pengawasan.

5. Diversi; Diversi merupakan penghukuman berbasis masyarakat yang
bertujuan untuk menghindarkan pelaku kejahatan dari proses formal dalam
Sistem Peradilan Pidana. Aparat Peradilan Pidana dapat melepaskan
proses formal dari pelaku untuk beberapa alasan. Diversi biasa terjadi
ketika dipercaya bahwa akan lebih baik bagi pelaku maupun masyarakat
jika kasus tersebut dialihkan dari proses formal.

Pidana alternatif dikembangkan karena adanya ketidakpuasan akan institusi dan
adanya masalah yang dihadapi narapidana ketidak kembali kemasyarakat setelah
menjalani masa hukuman. Selain itu, tigginya biaya yang dikeluarkan untuk
pidana penjara bagi pelaku kejahatan ringan®. Namun, dalam menjalankan pidan

alternatif diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut ini®:

1. Mengubah pelaku; hukuman diharapkan dapat mengubah pelaku untuk

tidak atau memiliki niat unutk melakukan tindak pidana.

65 Nadia Utami Larasati, Loc. cit, him 55
66 Nadia Utami Larasati, Loc. cit, him 56
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2. Menghukum pelaku; memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana
sekalipun kejahatan ringan.

3. Mengontrol pelaku; sanksi yang diberikan kepada pelaku diharapkan dapat
mengontrol akibat yang ditimbulkan di masyarakat

4. Mengatur pelaku; ini dilakukan dengan memindahkan pelaku dari
pengawasan ke dalam kehidupan bermasyarakat dan melakukan sistem
pengawasan standar yang membantu dalam mengatur pelaku selama
menjalankan hukumannya

C. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu “Policy” yang berarti mengurus
masalah atau kepentingan umum yang berarti juga administrasi pemerintah®’.
Barda nawawi berpendapat bahwa istilah kebijakan diambil dari bahasa inggris
yaitu policy dan bahasa belanda yaitu politiek, sehigga dengan demikian istilah
kebijakan hukum pidana dapat diartikan juga dengan isitlah politik hukum pidana
atau yang sering dikenal sebagai penal policy, criminal law policy, atau
strafrechtpolitiek®®. Marc Ancel menyatakan bahwa penal policy merupakan salah

satu dari komponen modern criminal. Menurut Marc Ancel, penal policy ialah®:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan
hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman
tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada
pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para
penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”

7M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif
Pendidikan Di Indonesia. Ed. 1 Cet 1, him 37.

®Barda Nawawi Arief, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep
KUHP Baru, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta , him 26

®1bid, him. 26
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Menurut Weihrich dan Koontz bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati
atau harapan yang mendorong, inisiatif tetapi dalam keterbatasan. Kebebasan
tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan
dalam organisasi’®. Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa
kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan,

keputusan tersebut diambil dalam batas-batas dan memerlukan tindakan™.

Dari berbagai definisi kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas,
Hogwood dan Gunn (1984) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan yang

menunjukkan makna yang berbeda-beda, yaitu’?:

1. Kebijakan sebagai label untuk sebuah aktivitas, misal: kebijakan
pendidikan, kebijakan industri;

2. Kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang
diharapkan, misal kebijakan tentang pelayanan publik yang berkualitas dan
terjangkau oleh seluruh masyarakat, kebijakan pengurangan angka
kemiskinan

3. Kebijakan sebagai proposal spesifik, misal kebijakan pengurangan subsidi
bahan bakar minyak

4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah, misal: Keppres, keputusan
menteri

5. Kebijakan sebagai otorisasi formal, misal: keputusan DPR

6. Kebijakan sebagai sebagai sebuah program, misal: program
pengarusutamaan gender

7. Kebijakan sebagai sebuah keluaran (output), misal pengalihan subsidi
bahan bakar minyak untuk mendorong pengembangan usaha kecil

8. Kebijakan sebagai sebuah hasil (outcome), misal: peningkatan nilai
investasi dan pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi pengalihan
subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil;

9. Kebijakan sebagai sebagai teori atau model, misal: jika infrastruktur fisik
wilayah Indonesia Timur diperbaiki maka perkembangan sosial ekonomi
wilayah itu semakin meningkat

0 Amin Priatna, 2008, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada
Universitas Pendidikan Indonesia”, Paca Sarjana UNJ: Jakarta, him. 15

"l Haroid KoontzCyrill O’Donell, and Heinz Weihrich, 1992, Management Eighth Edition, New
York : McGraw-Hill Book Company, him. 144

2 Anonym, 2015, modul pelatihan analisis kebijakan, him. 10-11
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10. Kebijakan sebagai sebuah proses, misal pembuatan kebijakan dimulai
sejak penetapan agenda, keputusan tentang tujuan, implementasi sampai
dengan evaluasi

Hukum Pidana menurut Mezger adalah Aturan-aturan hukum yang mengikatkan
pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat
yang berupa pidana’. Sementara Hazewinkel-Suringa memberikan pengertian

yang lebih luas mengenai hukum pidana, yaitu™:

a. perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman
sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang
berwenang

b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara
dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan
tersebut

c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-

peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu

Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau
dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang

melanggar larangan tersebut’®.

Hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu huku pidana umum dan hukum

pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku bagi setiap

73 Sudarto, 1974, Hukum Pidana IA, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat: Malang, him.
6.

™ Andi Zaenal Abidin, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung, him. 1

> | Made Widnyana,2010, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska: Jakarta, him.11
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orang yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dibagi
menjadi 3 buku yaitu Buku | tenatng ketentuan umum dari Pasal 1 sampai Pasal
103, Buku Il tentang Kejahatan dari Pasal 104 sampai Pasal 448, dan Buku Il
tentang pelanggaran dari Pasal 449 sampai Pasal 56976, Kemudian hukum pidana
khusus ialah aturan hukum pidana yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana’’.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahawa Kebijakan Hukum
Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan
dan ditetapkan oleh badan yang berwenang sebagai pedoman dengan tujuan
untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau suatu tindak pidana.
Usaha untuk menanggulangi pada dasarnya juga bagian dari penenggakan hukum
,oleh karena itu sering juga dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan
bagian dari peneganggak hukum’® Kebijakan hukum pidana juga hakikatnya
merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai
dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan untuk masa mendatang
(ius constituendum). Hal ini menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai sistem

hukum yang terdiri dari budaya struktur dan substansi hukum.
Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu’:

1) Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar
dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum,
termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

6 Ketut Mertha DKK, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Universitas Udayana: Denpasar, him. 15
7 1bid.

®Ibid, him. 29

*Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta him 30
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3) Dalam arti paling luas keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui
perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk
menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Kebijakan hukum pidana juga dilaksanakan melalui beberapa tahap,

konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri atas®:

a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum
pidana. Ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan
dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana karena
kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam menetapkan atau
merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada
permasalahan pokok dalam hukum pidana.

b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidan. Tahap
aplikasif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh
aparat penegak hukum atau pengadilan

c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.
tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh
aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Melaksanakan kebijakan hukuk pidana berarti terkandung upaya yang mengarah
pada perubahan, perbaikan, dan pembaharuan hukum pidana yang beorientasi ke
masa depan. Oleh karena itu politik hukum pidana termasuk prospek serta upaya
antisipasi dalam rangka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik.
prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukum pidana
pada saat ini dan kebijakan hukum pidana untuk masa depan. Segala upaya untuk
mencegah dan menanggulangi tindak pidana termasuk dalam wilayah kebijakan

kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal)®!.

8Barda Nawawi Arief, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta. him. 78 — 79

81Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 76
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D. Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

Hukuman dalam bahasa inggris ialah Punishment. Punishment (hukuman) dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan dengan: “’siksa dan
sebagainya yang dikenakan kepada orang” orang yang melanggar undang-undang
dan sebagainya. ’keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dan bisa juga hasil atau
akibat menghukum?®. Menurut Baharuddin hukuman ialah menghadirkan atau
memberikan sebuah situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku

yang negatif®3,

Hukuman dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah “pidana”. Istilah ini
dipergunakan untuk menterjemahkan kata straf yang memiliki pengertian
“hukuman” dalam bahasa Indonesia®. Muladi berpendapat bahawa pidana
merupakan penjatuhan penderitaan atau nestapa dimana sengaja diberikan oleh
orang atau badan yang memiliki kekuasaan dan dikenakan ke pada orang yang

terbukti secara sah melakukan tindak pidana®.

Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Negara melalui pengadilan dimana
sanksi itu dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang yang secara sah
melakukan tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan itu melalui proses peradilan

pidana®. Pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi sebagai upayahukum yang

8 Depdikbud, 2001, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, him. 385

8 Baharudin dan wahyuni, 2010, Teori Belajar dan pembelajaran, Ar-Ruzz Medi:
Yogyakarta,hlm. 74.

8 Ketut Mertha DKK, op. cit. him. 25

8 Barda Nawawi Arief, Perlindungan HAM dan Tindakan Kekerasan Dalam Penegakan Hukum
Pidana, Bahan Diskusi Panel RUU Kepolisian, 15 Juli 1997, FH. UNDIP, him. 1.

8 Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika: Depok, him. 21
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sah yang pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana®’.

Pidana penjara adalah suatu perampasan hak kebebasan terhadap seseorang atau
sekelompong orang dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan®. Konsep
pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana penjara bukan sekedar merumuskan
tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan®.
Melalui upaya rehabilitasi reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang
dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas warga binaan
pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak

mengulangi tindak pidana lagi*°.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana, karena
pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial ini mengatur tentang sistem
hubungan sosial pada masyarakat. Hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial
kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma
yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan
atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama® sebagai bentuk ketidaksetujuan
terhadap perilaku tertentu, bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan,

atau setidaknya tidak menyenangkan®-.

8 Ibid, him 25

8 Dede Kania, 2014. Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal
Yustusia, Vol. 3, No. 2, him. 20

8Haryanto Dwiatmodjo, 2013. Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana
Narkotika, Jurnal Perspaktif, Vol. 18, No. 2, hIm. 66

OFransiska Novita Eleanora. Perkembangan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.
Universitas Mpu Tantular, Jakarta, him. 2

°1 Bambang Waluyo, Op. cit, him. 25
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Selain berfungsi sebagai pranata sosial, pidana bertujuan untuk melindungi
kepentingan baik perseorangan maupun kepentingan masyarakat. Tujuannya pun

dibagi menjadi 2, yaitu®2:

1. Tujuan pidana sebagai hukum sanksi.
Tujuan ini biasanya bersifat konseptual yang bertujuan memberi dasar
adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus
sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar
hukum pidana.
Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang
relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum

pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Banyaknya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, Nampak tidak
berpengaruh dalam upaya penurunan kasus-kasus tidnak pidana yang ada, bahkan
malah semakin meningkat®®. Kecenderungan berhasil atau tidaknya lebaga
pemasyarakatan dapat dilihat dari jumlah residivis yang ditahan di lembaga
pemasyarakatan®. Jika jumlah residivis tiap tahun turun maka dapat dikatakan
proses pembinaan berhasil, namun jika jumlahnya naik tiap tahun maka dikatakan

jika proses pembinaan dikatakan gagal®®. Walaupun demikian, pidana penjara

92 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Press: Jakarta, HIm. 7

% Rifanly Potabuga, 2012. Pidana Penjara Menurut Kuhp, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, No. 4, him.
81

% Marsudi Utoyo, 2015. Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of
Prisoners Guidance To Reduce Level, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, him. 38

% 1bid.
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dianggap masih di butuhkan untuk menghadapi berbagai kejahatan yang semakin

banyak ragam dan modusnya®®.

Proses pemasyarakatan warga binaan yang di tinjau dari segi keamanan di bagi

menjadi 4 tahap, yaitu®’:

1. Tahap pertama yaitu tahap maximum security
Tahap ini narapidana mendapat pengawasan ketat,jikalau perlu penjagaan
bersenjata, terutama bagi narapidana yang berbahaya.

2. Tahap kedua yaitu tahap medium security
Tahap ini narapidana sudah lebih longgar dalam pengawasannya.
Narapidana sudah dapat berolahraga/bekerja di luar lembaga
pemasyarakatan dengan pengawalan oleh petugas pemasyarakatan.

3. Tahap ketiga yaitu tahap minimum security
Tahap ini narapidana sudah dapat diasimilasikan ke luar lembaga
pemasyarakatan tanpa pengawalan. Asimilasi ini contohnya beribadah,
berolahraga, mengikuti pendidikan, dan sebagainya.

4. Tahap keempat yaitu tahap integrasi
Tahap ini narapidana sudah sepenuhnya berads di tengah masyarakat
hanya nanti apabila sudah habis masa lepas bersyarat ia akan kembali ke
lembaha pemasyarakatanterdekta untuk mengurus atau menyelesaikan

surat lepasnya.

% Dede Kania, Loc. cit.
%Suwarto, 2007. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Hukum
Pro Justusia, Vol. 25, No. 2, him. 167 - 168
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E. Hak dan Kewajiban Narapidana

Pada Pasal 1 Angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan
bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah
seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang sedang

menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, istilah yang lazim dipakai adalah orang
penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Gestichtenreglement
(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara

yaitu®®:

a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara atau /keadaan dimana
orang yang bersangkutan berada dalam keadaan tertangkap.

b. Orang yang ditahan buat sementara

Orang di sel

d. Orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang
kemerdekaan akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

o

Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis
bersalah atau hukuman dan harus menjalani hukumannya dan Wilson juga

mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari

BWahdanigsi, 2015. .Skripsi : ““ Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan
dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai”, Makassar: Universitas
Hasanuddin, him. 10
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masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik®. Walaupun sudah berstatus
menajdi narapidana, mereka tetaplah manusia yang memiliki hak, misalnya hak

diperlakukan dengan baik, tidak disiksa dan lain sebagainya.

Seperti manusia pada umunya, narapidana tetap memiliki hak yang sama,
meskipun sebagian hak-haknya dirampas oleh Negara. Pedoman PBB mengenai
Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani
hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli

1957), yang meliputi®:

(1). Buku register

(2). Pemisahan kategori narapidana

(3). Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi

(4). Fasilitas sanitasi yang memadai

(5). Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;

(6). Pakaian dan tempat tidur yang layak;

(7). Makanan yang sehat;

(8). Hak untuk berolahraga diudara terbuka;

(9). Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi

(10). Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diriapabila
dianggap indisipliner

(11). Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan

(12). Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana

(13). Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk
mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan

(14). Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar

(15). Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat
mendidik

(16). Hak untuk mendapatkan pelayanan agama

(17). Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga

(18). Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Daud pinasthika MR, 2013. Skripsi: “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa
Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IlA Yogyakarta, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
Yogyakarta, him 4

100 panjaitan dan Simorangkir, 1995, LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka
Sinar Harapan: Jakarta, HIm. 74.
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Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

menjelaskan dengan tegas hak-hak narapidana, yaitu%®:

mo o0 o

- Q

—_— X -

melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

mendapatkan pendidikan dan pengajaran

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
menyampaikan keluhan

mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang

mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya

mendapat pengurangan masa tahanan (remisi)

mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
mendapatkan pembebasan bersyarat

mendapatkan cuti menjelang pembebasan

. mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Selain mendapatkan hak, narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tetap

harus menjalankan kewajibannya yang dimana sudah diatur dalam perarutan

perundang-undangan. Kewajiban yang harus dijalankan oleh narapidana

diantaranyal®2:

SO0 T

taat menjalani ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang
dianut serta memelihara kerukunan beragama

mengukuti seluruh kegiatan yang diprogramkan

patuh, taat, dan hormat kepada petugas

mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan

memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian

mengikuit apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan

1011bid, him. 6-7
%2anonym, Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan, https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-
kewajiban-narapidana, diakses pada 17 Februari 2021 pukul 9.03 WIB
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Selain memiliki hak dan kewajiban, ternyatajuga ada larangan ayng tidak boleh

mereka lakukan narapidana selama masa tanahan. Larangan yang tidak boleh di

lakukan, yaitu®®3:

— un

Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain
maupun dengan Petugas Pemasyarakatan

Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual

Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian

Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas
atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang
Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan
tugas

Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian
Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi
narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang
berbahaya

Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi
minuman yang mengandung alcohol

Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, Kipas angin, televisi,
dan/atau alat elektronik lainnya

Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop
atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan
sejenisnya

Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian

Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan
ledakan dan/atau kebakaran

Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis,
terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas Pemasyarakatan, atau
tamu/pengunjung

Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat
menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan
Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis
Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas
Pemasyarakatan

Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan
keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, petugas pemasyarakatan,
pengunjung, atau tamu

Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan

Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan

Menyebarkan ajaran sesat

1031 pid.
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v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan
dan ketertiban Lapas atau Rutan

F. Lembaga Pemasyarakatan

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan disebuah Lembaga
Pemasyarakatan, terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat
seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat namun pada suatu
waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi
warga lagi dari masyarakat'®. Muladi berpendapat jika Pemayarakatan
merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut theurapetics
proccess, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang

tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu®,

Lembaga Pemasyarakatan secara ideal mengandung makna, berperan
“memasyarakatkan kembali” para warga binaan yang telah melanggar aturan
hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat'%. Karena tujuan dari lembaga
ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif
harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara
kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang

seharusnya dilakukan®’,

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas merupakan salah satu institusi

penegak hukum, yang bermuara dari peradilan pidana yang menjatuhkan sanksi

104 Hamzah dn Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia,
Akademika Pressindo: Jakarta, him. 94 - 95,

105 Muladi, 2002, HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP: Semarang,
him 224.

106 Efraim Jhon Gamis, 2016, Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam
Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Lex Administratum, Vol. 4, No. 3, HIm 18

197 David. J . Cook DKK, 2008, Menyikap Dunia Gelap Penjara, Gramedia: Jakarta, him. 1
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pidana kepada para terpidana. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun
1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan pengertian lembaga pemasyarakatan
bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan”. Lembaga pemasyarakatan tentu sudah ada aturan tentang tata

cara dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Aturan tersebut disebut sistem pemsyarakatan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan
sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya ,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab°,

Kemudian disebutkan juga pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan
berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi
secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Berdasarkan dasar hukum di atas, pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana,

istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan untuk

1%8y/ijctirio H. Situmorang, 2019. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan
Hukum, Jurnal Lemabaga Pemasyarakatan, vol. 13, no. 1, him. 86

109 penny Naluria Utami, 2017, Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, jurnal
penelitian hukum, vol. 17, no. 3, him. 383
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istilan  penjara  diganti menjadi lembaga pemasyarakatan'®.  Sistem
pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan kepada seseorang yang
tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah
dari pengadilan untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan
rentang waktu tertentu, dengan melakukan proses pembinaan untuk menyadari

kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik*!!.

Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana bukan sebagai sebuah upaya balas
dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat, namun untuk memperbaiki
kesalahan yang diperbuat oleh narapidana. Sistem pemasyarakatan juga berfungsi
untuk memulihkan hubungan sosial antara masyarakat dengan warga binaan
lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sangat penting untuk pemenuhan hak dasar
yang bedasarkan asas-asas. Asas-asas pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang

diantaranya:

Pengayoman

Persamaan perlakuan dan pelayanan

Pendidikan

Pembimbingan

Penghormatan harkat dan martabat manusia

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu

@+roo0ow

Pembinaan narapidana merupakan salah satu dari system pemasyarakatan.

Sebagai suatu system, narapidana di perlakkan sebagai subjek sekaligus sebagai

0Rahmat. Hi Abdullah, 2015. Urgensi Penggolongan Narapidan Dalam Lembaga
Pemasyarakatan, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 9, No. 1, him. 50

Hlvictorio H. Sihombing, 2019. Lemabaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan
hukum , vol. 13, no. 1, him. 86
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objek!!2, Narapinada sebagai subjek disni dimaksdukan sebagai kesamaan, dan
kesejajaran'®®, sedangkan sebagai objek yang dimaksudkan karena pada dasarnya
ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan'!*. Perbedaan pembinaan disini sama
saja dengan penggolongan narapidanal’®. Adanya penggolongan narapidana,
mempermudah proses pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
Penggolongan itu sendiri bukan dari pembina, namun dari narapidananya itu
sendiri yang kemudia ditematkan di lembaga pemasyarakatan tertentu seperti
lembaga pemasyarakatan khusus wanita, lembaga pemasyarakatan khusus anak,

dan lembaga pemasyarakatan khusus untuk tindak pidana narkotika.

Berdasarkan penjelasan diatas bawa lembaga pemasyarakatan merupakan suatu
tempat untuk melaksanakan segala macam jenis kegiatan pembinaan di dalam
menjalani masa pidana, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses
pemasyarakatan agar narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat seta mampu

menghadapi masa depan?*®.

112Rahmat. Hi Abdullah, Loc.Cit, him. 51
131 hid.

H41bid, him 51

131 bid.

116 Efraim Jhon Gamis, op. cit., HIm 19



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya®!’.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan
menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut
asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan
hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian
ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk
memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala
dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas
kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui
statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan

pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

17Soerjono Soekanto, 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, him. 43.
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2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan
mengadakan pengamatan di lapangan mengenai analisis kebijakan penahanan

narapidana transgender di lembaga pemasyarakatan

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibendakan antara data yang diperoleh
langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka''®. Data

tersebut yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara
dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan
langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri

dari:

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum
Pidana

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Undang —Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

4) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan

Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

181bid, him.11.



43

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan

C.

bahan hukum primer dan dapat ,membantu menganalisa dan memahami
bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian,
peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan
ini, di antaranya:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Peraturan Kelapa Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan
Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik
Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah
Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia.

5) Perarutan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintan Nomot 28 Tahun 2006 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

6) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat
membantu  pemahaman dalam menganalisa serta memahami
permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai
seperti artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan lain yang
sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam

skripsi ini serta penelusuran website.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20658/nprt/542/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-1999
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20658/nprt/542/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-1999
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c6e323cc8dab/node/629/peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-2010
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c6e323cc8dab/node/629/peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-2010
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c6e323cc8dab/node/629/peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-2010
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C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan
dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Berdasarkan
metode pengambilan sampel, maka sampel yang digunakan dalam membahas

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Wakil Kepala Rutan Polda Metro Jaya Jakarta : 1 orang
2. Bagian Pengamanan Tahanan Polda Metro Jaya Jakarta ~ : 1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum UNILA : 1 orang +
Jumlah 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data
a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diaman rsumber
diambil dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang
dibahas, dan berhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh
peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data
sekunder, pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber
pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang
berkaitan dengan permasalahan.
b. Wawancara
Dilakukan dengan tujuan memperoleh data primer menggunakan metode

wawancara yaitu sebagai usaha pengumpulkan data dengan mengajukan
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beberapa pertanyaan secara lisan, maupun menggunakan pedoman
pertanyaan secara tertulis.
2. Metode Pengolahan Data
Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan
studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

a. Editing data yaitu data diperolen kemudian diperiksa untuk diketahui
apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan
penulisan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut
pokok bahasan yang telah ditentukan.

c. Sistematisasi data yaitu data yang diperoleh dan telah di editing kemudian
dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan

secara sistematis

E. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan
menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta
yang dihasilkan atau dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang
tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah
dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi,
evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan
terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta

yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Bersadarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pelaksanaan
pidana penjara narapidana transgender di lembaga pemasyarakatan, maka penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaa pidana penjara narapidana transgender saat ini seperti Luncinta
Luna menjadi hal yang membingungkan bagi pihak kepolisian. Pasalnya,
status transgender itu menyebakan kepolisian bingung dalam melakukan
penempatan narapidananya. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 12 Huruf b
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hanya
menggolongkan narapidana menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan
perempuan. Sehingga kepolisian harus membuat kebijakan dalam melakukan
penahanan dan pelaksanaan pidana penjara untuk narapidana transgender.
Kebijakan yang diambil kepolisian tetap berdasarkan kepada Undang-Undang
yang berlaku dengan menempatkan narapidana transgender berdasarkan kartu
tanda penduduknya atau berdasarkan putusan hakim. Kemudian untuk
pelaksanaan pidana penjaranya seperti pembinaan dan perlakuan, kepolisian
tetap memperlakukan narapidana transgender sama seperti narapidana

lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak adanya perasaan iri dari narapidana
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lainnya dan narapidana trangender tidak merasa didiskriminasi di dalam sel
tahanan.

2. Kebijakan ideal pelaksanaan pidana penjara narapidana transgender adalah
tidak adanya aturan khusus dan tdiak adanya sarana khusus untuk narapidana
transgender. Semua narapidana diperlakukan sama berdasarkan Peraturan
Kepala Kepolisian Repiblik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan
digolongkan berdasarkan Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan hanya menggolongkan narapidana menjadi dua
jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Walaupun menimbulkan
kekosongan hukum, bukan berarti harus dibuat aturan khusus dan sarana
khusus untuk transgender. Pemerintah dapat mengganti sanksi pidana penjara
dengan pidana alternatif diluar pidana penjara terhadap narapidana
transgender seperti dengan menerapkan sanksi kerja sosial, sanksi

pendidikan, dan sanksi pengawasan diluar penjara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang sudah

dipaparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian seharusnya membuat kebijakan jika ada narapidana
transgender, penempatan dan pelaksanaan pidana penjaranya berdasarkan
kartu tanda pensusuknya atau berdasarkan putusan hakim. Sehingga jika ada
kasus yang melibatan transgender, pihak kepolisian tidak kebingungan lagi

dalam penempatan dan perlakuan terhadap narapidana transgender.
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2. Ketika kepolisian membuat kebijakan dengan menerapkan pidana alternative
selain pidana penjara terhadap narapidana transgender agar bisa mengurangi
timbulnya masalah seperti pelecehan seksual dan diskriminasi serta

mengurang over capacity didalam lembaga pemasyarakatan.
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